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ABSTRAK 

Judul Skripsi Ini Adalah : “Kewajiban Pengusaha Untuk Memberikan Bukti 
Pembayaran (Kwitansi) Upah Kepada Pekerja/buruh Ditinjau Dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan”. Disusun Oleh Halima Khuhaira, NIM : 2017110385 
 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi berhasilnya usaha 
suatu industri. Dalam dunia usaha salah satu faktor yang ikut menentukan 
mobilitas perusahaan adalah tenaga  kerja. Dalam mendirikan usaha pengusah 
wajib memberikan bukti pembayaran (kwitansi) upah terhadap pekerja/buruh. 
Sesusai dengan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan yang berbunyi:“Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran 
upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah 
dibayarkan”. Namun hal yang terjadi di Pabrik Tahu Tempe Putra Lawu 
Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan pengusaha dalam memberikan upah 
terhadap pekerja/bururh tidak disertakan dengan bukti (kwitansi) pembayaran 
upah.  

Tujuan penelitian  untuk kewajiban pengusaha dalam memberikan bukti 
pembayaran (kuitansi) upah terhadap pekerja/buruh dan faktor-faktor penyebab 
sehingga pengusaha belum melaksanakan kewajibannya. Pendekatan penelitian 
yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis dengan analisis data deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada tujuh orang pekerja/buruh yang 
tidak mendapatkan bukti pembayaran (kwitansi) upah. Adapun faktor penyebab 
sehingga pekerja/buruh tidak mendapatka bukti pembayaran (kwitansi) upah yaitu 
faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen adalah pekerja/buruh yang tidak 
mendapatkan bukti pembayaran (kwitansi) pengupahan dikarenakan (a). Baru 
mengetahui bahwa dalam penerimaan upah harus disertakan dangan bukti 
pembayaran (kwitansi) upah, serta kurang pahamnya peraturan yang mengatur 
tentang pemberian bukti pembayaran (kwitansi) upah, serta ketiadaan sosialisasi 
yang diadakan oleh pemerintah..  

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengusaha harus  memiliki ilmu 
pengetahuan yang luas, serta menyediakan sarana dan prasana sehingga 
pengusaha dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan bukti 
pembayaran (kwitansi) upah. Dan untuk pemerintah seharusnya melakukan 
sosialisasi agar pengusaha mengetahui peraturan yang berkaitan dengan bukti 
pembayaran (kuitansi) pengupahan.  
 
Kata Kunci :  Kewajiban. Pengusaha, Kwitansi 
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ABSTRACT 
Halima  Khuhaira. NIM  2017110385. "The Employer's Obligation to 
Provide Evidence of Wage Payment (Receipt) to Workers/Labourers Judging 
from Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages 
Amendments to Government Regulation Number 78 of 2015 concerning 
Wages".  

 
Human resources are an important factor for the success of an industry's 

business. In the business world, one of the factors that determine the mobility of a 
company is the workforce. In establishing a business, the employer is obliged to 
provide proof of payment (receipt) of wages to workers/labor. In accordance with 
Article 53 paragraph (2) of Government Regulation Number 36 of 2021 
Amendment to Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages 
which reads: "Employers are obliged to provide proof of payment of wages which 
contains details of wages received by workers/laborers when wages are paid". 
However, what happened at the Putra Lawu Tofu Tempe Factory, Tanjung 
Village, South Ende District, entrepreneurs in providing wages to 
workers/laborers were not accompanied by evidence (receipts) of payment of 
wages. 

The purpose of the research is for the employer's obligation to provide 
proof of payment (receipt) of wages to workers/laborers and the factors causing 
the entrepreneur to not carry out his obligations. The research approach used is 
sociological juridical research with qualitative descriptive data analysis. The 
results showed that there were seven workers/laborers who did not get proof of 
payment (receipts) of wages. The factors that cause workers/laborers to not get 
proof of payment (receipts) of wages are internal factors and external factors. 
Internal factors are workers/labourers who do not get proof of payment (receipt) 
of wages due to (a). Just found out that the receipt of wages must be accompanied 
by proof of payment (receipt) of wages, and lack of understanding of the 
regulations governing the provision of proof of payment (receipt) of wages, as 
well as the absence of socialization held by the government. 

So it can be concluded that every entrepreneur must have extensive 
knowledge, and provide facilities and infrastructure so that entrepreneurs can 
carry out their duties and obligations in providing proof of payment (receipt) of 
wages. And the government should conduct socialization so that entrepreneurs 
know the regulations relating to proof of payment (receipts) of wages. 

 
Keywords: Obligations. Entrepreneur, Receipt 
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